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ABSTRAK 
 

 Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak-hak konsumen 
sebagai konsumen dalam transaksi jual maupun beli barang dan/atau jasa sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak- hak konsumen tersebut terdapat dalam Pasal 
4. Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa 
bus PO. Safari Dharma Raya di Yogyakarta yang mengalami keterlambatan jadwal 
keberangkatan dan mogoknya bus di perjalanan yang mengakibatkan kerugian dalam 
bentuk imateriil bagi konsumen dan  kurangnya pemberian kompensasi dan informasi 
yang diberikan kepada konsumen juga menjadi permasalahan bagi konsumen. 
Padahal pihak pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang menjamin kepuasan 
bagi konsumen. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa konsumen belum 
mendapatkan haknya dari pemakaian barang dan atau jasa. Yakni hak atas 
kenyamanan, hak atas keamanan, serta informasi yang benar dan jujur. Upaya hukum 
yang dapat di tempuh oleh konsumen dalam penyelesaian sengeketa konsumen yaitu 
penyelesaian sengketa melaui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan. 
 Penelitian ini adalah jenis penelitian (field research) yaitu melakukan 
wawancara langsung kepada konsumen selaku konsumen pengguna jasa angkutan 
umum bus PO. Safari Dharma Raya dan wawancara langsung dengan pihak PO. 
Safari Dharma Raya di Temanggung dan Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian 
ini. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Empiris yakni pelaksanaan ketentuan 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 
harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUPK itu sendiri.  
 Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa PO. Safari 
Dharma Raya sebagai pelaku usaha yang memberikan jasa layanan transportasinya 
telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin guna menjamin pelayanan yang 
mereka berikan telah memenuhi hak-hak konsumen. Namun masih ada pelayanan 
dari pelaku usaha yang harus di benahi. Misalnya jadwal pemberangkatan yang masih 
sering mengalami keterlambatan dan kurangnya pemberian informasi kepada 
konsumen, serta bentuk kompenasasi yang diberikan pelaku usaha yang masih perlu 
ditambahkan dalam keadaan yang berbeda jika bus yang di tumpangi konsumen 
mengalami mogok diperjalanan hingga berjam-jam  lamanya. Upaya hukum yang 
dapat ditempuh dengan cara penumpang melapor langsung mengenai kerugiannya 
kepada pihak PO. Safari Dharma Raya dengan menghubungi nomor telepon yang 
tertera di dalam tiket maka pihak PO. Safari Dharma Raya akan merespon laporan 
dari konsumen dan menindak lanjutinya. Jika konsumen merasa belum puas dengan 
penyelesaian sengketa secara damai, maka konsumen bisa mengajukan permasalahan 
kerugiannya tersebut ke pengadilan tempat konsumen berdomisili.                              
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan saling mebutuhkan antara pelaku 

usaha dengan konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Kepentingan pelaku 

usaha yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi dengan 

konsumen, sedangkan disisi lain, konsumen berkepentingan untuk memperoleh 

kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dengan 

kata lain, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan 

atau sesuai standar biasanya.  

       Seiring dengan perkembangan jaman, peran transportasi kini amat sangat 

penting bagi masyarakat untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, 

daerah produksi, daerah pemasaran, dan daerah pemukiman sebagai tempat 

tinggal.1 

       Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau 

pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan 

budaya suatu bangsa atau daerah.pertumbuhan ekonmi suatu negara atau bangsa 

tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang 

bersangkutan.2 

                                                            
1 H.M. Nasution, Manajemen Transportasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1996), hlm. 11. 

2 H.A. Abbas  Salim, manajemen Transportasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1993), hlm. 6. 
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Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi 

masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan 

geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang 

terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan 

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau 

seluruh wilayah Indonesia.3 Hal lain yang tidak kalah pentingnya akan kebutuhan 

transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan dan kelancaran 

pengankutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran 

kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil 

pembangunan diberbagai sektor keseluruh pelosok tanah air misalnya, sektor 

industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.4 

Pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut dan 

membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawa 

barang-barang atau orang-orang (penumpang)5. Pengangkutan adalah perpindahan 

tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak 

diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien6. Sedangkan 

                                                            
3Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 

hlm.7. 
 4 Ibid,  hlm.8. 

5 W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen P dan K, 
PN Balai Pustaka ,1976), hlm.97. 

 
6 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, 

Angkutan Darat dan Angkutan Udara,(Medan: USU Press, 2006), hlm. 20.   
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Hukum Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, yang mana pihak 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan 

atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim 

barang, penerima barang dan penumpang wajib menunaikan pembayaran biaya 

tertentu untuk pengangkutan tersebut7. 

Adapun arti hukum pengangkutan jika di tinjau dari segi keperdataan, dapat 

diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturannya, di dalam dan di luar 

kodifikasi yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-

hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/ 

atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-

perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya ditulis dengan 

KUHD) tidak ada aturan mengenai pengangkutan orang di darat, begitu juga 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di tulis dengan KUH 

Perdata) tidak terdapat peraturan umum mengenai pengangkutan orang. Oleh 

karena itu, perjanjian pengangkutan orang di darat hanya dapat didasarkan atas 

pasal-pasal yang terdapat pada Bab I sampai dengan bab IV Buku III KUH 

Perdata8.  

                                                                                                                                            
 
7 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, (Jakarta: 

Rineka Cipta,1990), hlm. 6-7. 
 
8 H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum 

Pengangkutan, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 50-51. 
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Diluar KUHD dan KUH Perdata terdapat peraturan mengenai pengangkutan 

orang di darat, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ, serta PP No. 41 

Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 secara khusus 

diatur mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan darat seperti 

asas-asas dan tujuan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan, fasilitas dan 

elemen pendukung dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan, 

asuransi, tarif angkutan, dan juga diatur mengenai tanggung jawab pihak 

pengangkut.  

Pengertian pengguna jasa menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2009 

adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan umum, 

sedangkan penumpang adalah orang yang mengikatkan diri kepada pihak 

pengangkut9.  

Pihak Pengangkut adalah pihak-pihak yang melakukan pengangkutan 

terhadap barang dan penumpang (orang) yang mengikatkan diri untuk 

menyelenggarakan pengangkutan baik dengan cara charter menurut waktu maupun 

menurut perjalanan10. Perusahaan angkutan umum menurut UU No. 22 Tahun 

2009 adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau 

barang dengan kendaraan bermotor umum.  

                                                            
9 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, 

Angkutan Darat dan Angkutan Udara , (Medan: USU Press, 2006), hlm. 20 
 

10 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, (Medan: Pustaka, Bangsa Prees 2005), hlm. 
135. 
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Sedangkan angkutan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 

merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas. 

Keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan 

yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik dan layak 

antara lain mencakup pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya murah. 

Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Konsumen dalam memakai jasa perlu 

mendapatkan hak-hak nya sebagai konsumen, seperti: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barangdan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan /atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk di dengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 
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i. Hak-hak yang di atur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.11 

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 

sebagai penyedia jasa, ialah: 

a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak  

diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/taua diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.12 
                                                            

11 Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Penyelenggaraan pengangkutan tidak selalu sejalan dengan perjanjian 

pengangkutan penumpang sesuai awal perjanjian atau yang seharusnya. Ada hal-

hal yang terjadi di luar kesengajaan pelaku usaha tetapi berakibat merugikan 

konsumen baik dari segi materiil maupun imateriil. Ini bisa saja termasuk dalam 

perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) dimana 

pelaku usaha dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum, meskipun dalam 

melakukanya itu, dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula 

mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan.13 

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu di dahului oleh kesepakatan antara 

pihak pengangkut dan penumpang. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi 

kewajiban dan hak, baik pengangkut maupun penumpang. Perjanjian pengankutan 

pada umumnya bersifat lisan, tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. 

Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian 

pengankutan danwajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Dokumen pengangkutan 

barang disebut surat muatan, sedanngkan dokumen pengangkutan penumpang 

lazim disebut karcis penumpang.14 

Sistem pelayanan penumpang perusahaan pengangkutan PO. Safari Dharma 

Raya ini menggunakan sistem ticketing dimana penumpang yang akan memakai 

                                                                                                                                            
12 Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
13 Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2005), 

hlm. 96. 
 
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2008), hlm. 2-3. 
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jasa ini harus terlebih dahulu memesan tiket, satu bangku satu tiket bagi setiap 

penumpang jadi tidak ada penumpang yang tidak mendapatkan tempat duduk saat 

perjalanan. Diharapkan dengan sistem seperti ini penumpang akan merasa nyaman 

dan aman saat perjalanan dan sampai tujuan.  

Yang menjadi ketertarikan peneliti meneliti di PO. Safari Dharma Raya ini 

adalah bagaimana tanggung jawab terhadap pemenuhan hak konsumen sebagai 

pemakai barang dan/atau jasa yang dijual olek pihak pelaku usaha, apakah sudah 

memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan pemenuhan atas informasi yang 

benar dan jujur atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Karena PO. Safari 

Dharma Raya ini merupakan satu-satunya angkutan bus umum yang melayani 

jurusan Jogja-Lombok dengan begitu bagi konsumen kelas menengah kebawah 

yang akan bepergian ke daerah Lombok atau sebaliknya terutama bagi mahasiswa 

yang kuliah dijogja jika ingin bepergian dengan transportasi darat khususnya bus 

hanya bisa menggunakan bus ini jika ingin langsung tiba di Lombok tanpa harus 

estafet atau berganti naik turun bus sampai ke tempat tujuan. Menjadi ketertarikan 

sendiri bagi peneliti mengetahui sejauh mana angkutan bus umum yang jurusannya 

belum mendapatkan banyak pesaing di bidangnya, apakah sudah memenuhi hak-

hak konsumen atas pemakaian barang dan/atau jasa.    

Penumpang sebagai konsumen sudah sepatutnya terjamin hak-haknya,  

sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang UUPK dimana konsumen 

berada pada posisi yang lemah dari pada pelaku usaha dan rentan untuk dilanggar 

hak-haknya oleh pelaku usaha 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pelayanan bus PO. Safari Dharma Raya sudah memenuhi hak-hak 

konsumen sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen? 

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan 

atas pelayanan oleh PO. Safari Dharma Raya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelayan bus Po. Safari Dharma Raya apakah sudah 

memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan Konsumen ? 

b. Untuk mengetahui upaya atau tindakan hukum apa saja yang dapat di tempuh 

oleh konsumen yang dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh bus Po. 

Safari Dharma Raya?   

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan sumbangan 

pikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, 
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khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan jasa layanan 

transportasi umum. 

b. Kegunaan Praktis 

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa 

bermanfaat bagi dunia akademik dan dapat menjadi keilmuan yang berguna 

bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang serta memeberikan 

pengetahuan kepada penumpang tentang hak-haknya sebagai konsumen 

pengangkutan atau penumpang. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk 

mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori 

terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera 

dilakukan, lalu menyusun secara literatur dan rapi untuk dipergunakan dalam 

keperluan penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut: 

 Fahimatul Ilyah, SH dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan 

Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya” membahas tentang 
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pemenuhan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa angkutan umum Trans 

Jogja dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen.15 

 Sekar Dhatu Indri Hapsari, mahasiswi UNSOED Purwokerto dalam 

skripsinya yang berjudul “ Uang KembalianDari Pelaku Usaha Yang Tidak 

Sesuai Dengan Hak Konsumen Di SPBU Ovis Purwokerto ( Tinjauan Yuridis 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen)” membahas tentang hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku 

usaha yakni uang kembalian dalam bentuk receh tidak diberikan kepada 

konsumen karena pelaku usaha merasa uang itu tidak berarti banyak bagi 

konsumen padahal tetap saja itu hak konsumen yang harus dipenuhi.16 

Heru Kurniawan, Mahasiswa Universitas Jember dalam skripsinya yang 

berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus PT. Eka Sari Lorena di 

tinjau Dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan” membahas tentang hak dan kewajiban para pihak yang harus 

dipenuhi dalam perjanjian pengangkutan.17 

                                                            
15 Fahimatul Ilyah, “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya 

(Studi Kasus Bus transjogja, Yogyakarta),” skripsi, Fakultas syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 

 
16 Sekar Dhatu Indri Hapsari, ”Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai 

Dengan Hak Konsumen Di SPBU Ovis Purwokerto ( Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”,Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, 
Universitas Jenderal Sudirman,2010. 

 
17 Heru Kurniawan, ”Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus PT. Eka Sari Lorena ditinjau 

Dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Fakultas Hukum, 
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2010. 
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Ahmad Zazili, Mahasiswa Pasca Sarjana UNDIP Semarang, dalam tesisnya 

yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi 

Udara Niaga Berjadwal Nasional “ membahas tentang bagaimana perlindungan 

hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara niaga nasional 

berjadwal serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan 

transportasi udara niaga berjadwal nasional tersebut.18 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sepengetahuan penulis belum ada 

ditemukan judul yang sama dengan skripsi ini di lingkungan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, yaitu berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN 

PENUMPANG JASA ANGKUTAN UMUM MENURUT UU NO. 8 TAHUN 

1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS  DI PO. 

SAFARI DHARMA RAYA AGEN JANTI, YOGYAKARTA )”. 

E. Kerangka Teoretik 

 Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-

teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan 

teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar 

sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar 

perbuatan coba-coba (trial and error).19 Teori yang dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan penelitian diatas adalah: 

1. Perlindungan Hukum 

                                                            
18 Ahmad Zazili, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga 

Berjadwal Nasional,” Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008. 
19 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.18. 
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Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung 

yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. 

Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan 

bunker.  

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah bentuk pelayanan yang 

wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamananuntuk 

membereikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari 

ancaman, gangguan, teror,dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada 

tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan. 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersidat preventif 

maupun maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan , 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.20 

2. Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan dan masalah 

penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, 

dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen 

                                                            
20 http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html. di akses tanggal 08 November 2015 

pukul 03.45 wib. 
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merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan , baik undang-undang 

maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang 

substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. 

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
yang berbunyi: “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan 
melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak 
bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini”.21 

 
Oughton dan Lowry memandang hukum perlindungan konsumen sebagai 

sebuah fenomena modern yang khas abad keduapuluh.namun sebagaiman 

ditgaskan dalam perundang-undangan, perlindungan konsumen itu sendiri dimulai 

seabad lebih awal. Dalam hubungan ini Purba berpendanpat sebagai berikut: “ 

perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru, yang 

perkembangannya di mulai dari negara-negara maju. Namun demikian, saat 

sekarang konsep ini sudah tersebar kebagian dunia lain”.22 

3. Tanggung Jawab Hukum 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah 

suatu keseharusan bagi seseorang untuk untuk melaksanakan apa yang telah 

diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

                                                            
21 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm.23-

24.  
 
22 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2008) 

hlm, 3. 
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konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika 

atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.23 Selanjutnya menurut Titik 

Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi 

pertanggungjwabannya.24   

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua 

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based on fault) dan 

pertanggunjwaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without  fault) yang 

dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict 

liability).25 Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan kerena 

merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa 

konsumen sebagai penggugat tidak diwajibkan lagi bertanggung jawab, melainkan 

produsen sebagai tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.       

4. Upaya Hukum 

Pada dasarnya pengertian upaya hukum ialah suatu upaya atau tindakan yang 

dilakukan oleh sesorang atau badan hukum guna mendapatkan kepastian hukum. 

                                                            
23 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24. 
 
24 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2010), hlm. 48. 
 
25 Ibid,  hlm. 49. 
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Upaya hukum dilakukan oleh konsumen jika merasa telah dirugiakan atas 

pelayanan yang tidak memuaskan bagi konsumen maka dalam hal perlindungan 

konsumen upaya hukum yang lazim dilakukan ialah, pengaduan langsung kepada 

pihak pelaku usaha, jika masih belum mendapatkan kepuasan atas pengaduan 

langsung maka konsumen dapat melaporkan kerugiannya kepada LKY setempat 

atau Dinas perhubungan setempat selaku pengawas jalannya usaha pengangkutan 

diwilayah Provinsi, jika belum menemui kata mufakat, masih ada jalan lain yaitu 

mengajukan laporan atas kerugiannya kepada BPSK, atau dengan jalan terahir 

yang dapat di tempuh oleh konsumen yaitu menggugat pelaku usaha ke Pengadilan 

setempat. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode yang sekiranya akan diterapkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu 

observasi dan wawancara yakni pengamatan langsung dilapangan dan 

pengumpulan data dari responden atau penumpang. Dalam hal ini bertempat di 

Janti sebagai tempat pemberangkatan bus. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.26 

Dimana penelitian ini akan dilakukan di Kantor Perusahaan pengangkutan bus Po. 

                                                            
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , (Bandung: alfabeta, 2009), hlm. 2. 
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Safari Dharma Raya Agen Yogyakarta bertempat di Janti dan kantor pusat di 

Temanggung . 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu yang bertujuan untuk 

menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek yang ada didalam 

masyarakat. Penelitian deskriptif analitik akan menyajikan data-data yang ada di 

lapangan menjadi sistematik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan.27 Setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun 

mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya kerugian 

konsumen yang disebabkan oleh pihak pengangkut serta bagaimana perlindungan 

konsumen dan upaya hukumnya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Yuridis-Empiris, pendekatan 

yuridis yaitu pendekatan melalui buku-buku perundang-undangan, sedangkan 

pendekatan empiris yaitu pendekatan melalui pengamatan langsung dilapangan 

dengan menggunakan indera manusia tanpa adanya alat bantu. 

4. Sumber dan Bahan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis memerlukan bahan 

penelitian melalui penelitian lapangan, studi kepustakaan untuk mencari konsep-

konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang 

                                                            
27 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 8. 
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berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah. Dalam penulisan ini data yang 

diperlukan adalah: 

a. Sumber Primer  

Data primer yang di peroleh adalah data yang bersumber dari lapangan (field 

research), dan data yang diperoleh merupakan data yang langsung didapatkan dari 

narasumber dan wawancara dilapangan.28 Dalam hal ini sumber primer yaitu 

pengelola perusahaan pengangkutan Po. Bus Safari Dharma Raya Cabang Janti 

Yogyakarta, YLKI, DISHUB,ORGANDA, dan konsumen sendiri sebagai 

pengguna jasa. 

b. Sumber Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri oleh penulis dari biro 

statistik, majalah, keterangan-keterangan, atau dari publikasi lainnya.29 

c. Bahan Hukum Primer 

    Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat seperti: 

1)  KUHPer 

2)  KUHD 

3)  UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK 

4)  UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. 

d. Bahan Hukum Sekunder 

                                                            
28 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 55. 
 
29 ibid, hlm. 56. 
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Bahan hukum sekunder di peroleh dari buku-buku hukum, jurnal, berita, 

makalah, tesis, skripsi, dan lain sebagainya yang menjelaskan bahan hukum primer 

diatas. 

e. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer dan sekunder seperti: kamus, internet, dan lain sebagainya 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dilapangan penulis memerlukan teknik atau cara-cara 

dan alat-alat yang digunakan guna memeproleh data. Penulis akan melakukan teknik 

pengumpulan data diantaranya: 

a. Observasi  

Pengumpulan data menggunakan observasi yakni pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa menggunakan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut.30 Observasi di lakukan di lapangan dengan pengamatan langsung yakni di 

Janti tempat pemberangkatan bus. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran 

lebih jelas tentang kehidupan sosial.31 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permaslahan yang akan diteliti. 

Selama ini metode wawancara selalu dianggap paling efektif dalam pengumpulan 

                                                            
30 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174. 
  
31 S. Nasution, Metode Research, penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106. 
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data di lapangan dengan dibantu alat perekam suara (tipe recorder) dan alat tulis. 

Di anggap efektif karena wawancara bertatap muka langsung dengan narasumber 

yakni pengelola perusahaan pengankutan cabang Janti, Yogyakarta. 

c. Dokumentasi  

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

agenda dan sebagainya.  Dalam hal ini peneliti akan mempelajari tentang 

dokumen-dokumen yang berkaitan judul penelitian. 

d. Studi Kepustakaan  

Suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian yang di ambil dari bahan pustaka. 

6. Analisis Data 

Setelah penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut kemudian dianalisis 

secara kualitatif dan kuantitatif, dalam hal ini penyusun menggunakan metode:  

a. Metode induktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat 

khusus kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Dalam hal ini 

yaitu terkait banyaknya konsumen yang merasa dirugikan atas pelayanan 

pelaku usaha yaitu PO. Safari Dharma Raya, kemudian ditarik kesimpulan 

yang umum tentang sebab terjadinya kerugian yang dialami konsumen. 

b. Metode Deduktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat umum 

untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus dengan menggnakan 

perundang-undangan yang berlaku untuk menguatkan analisis dalam penelitian 

ini. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum 

terhadap konsumen pemakai jasa angkutan umum dan pengaturan hukum 

perjanjian pengangkutan penumpang yang ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 

tentang UUPK dan UU No. 22 tahun 2009 tentang UULLAJ. 

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum perusahan pengangkutan 

penumpang PO. Bus Safari Dharma Raya meliputi, sejarah pembentukan 

perusahaan letak geografis, struktur organisasi, kemudian tugas dan wewenangnya 

Bab keempat, berisi tentang analisis kasus pengangkutan penumpang ditinjau 

dari UUPK dan UULLAJ. 

Bab kelima, berisi tentang penutup yang mana dalam bab ini akan berisi 

kesimpulan dan saran.  
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              BAB V 

          PENUTUP 

A. Kesimpulan  

   Berdasarkan pembahasan tentang perlindungan konsumen pengguna 

ankutan bus malam PO. Safari Dharma Raya yang telah dikemukakan, maka 

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari Sembilan butir hak-hak konsumen, masih ada hak-hak konsumen yang 

belum terpenuhi oleh pelaku usaha, misalnya hak atas kenyamanan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan 

jujur, dan hak atas keamanan dalam pemakaian barang dan/atau jasa. Padahal 

seharusnya konsumen berhak mendapatkan hak-hak tersebut dari pelaku 

usaha dan menurut UUPK, konsumen berhak menggugat pelaku usaha jika 

merasa dirugikan atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atas 

pelayanan pelaku usaha yaitu, konsumen melapor langsung kepada pihak PO. 

Safari Dharma Raya dengan menyampaikan keluhannya melalui nomer 

telepon yang tertera di dalam tiket, serta penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dan melalui pengadilan. Pihak PO. Safari Dharma Raya selalu 

mengedepankan jalan damai/kekeluargaan dalam setiap penyelesaian masalah 

dan bersikap kooperatif dalam setiap penyelesaian sengketa konsumen.  
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini dan kesimpulan yang dirumuskan di 

atas, maka penulis memberikan saran terkait masalah diatas sebagai berikut: 

1. Saran ditujukan bagi pelaku usaha dalam hal ini PO. Safari Dharma Raya 

hendaknya lebih memperhatikan mengenai pemenuhan hak-hak konsumen 

sebagai pengguna jasa terutama dalam segi pelayanan, kenyamanan dalam 

pemakaian barang dan/atau jasa serta kemanan. Karena masih banyak 

keluhan yang dirasakan oleh konsumen dalam penggunaan jasa ini. Seperti 

yang sudah tertera dalam UUPK mengenai hak dan kewajiban konsumen 

serta pelaku usaha dalam hubungan jual beli barang dan/atau jasa.. 

2. Saran bagi konsumen  sebaiknya  konsumen dituntut lebih aktif dalam 

mempertahankan hak-haknya, serta dibutuhkan usaha dan kemauan untuk 

dapat mempertahankan hak tersebut karena dari sekian banyak kerugian 

yang dialami oleh konsumen dalam pengangkutan penumpang ini, banyak 

yang enggan diribetkan oleh urusan mempertahankan haknya sebagai 

konsumen dikarenakan panjangnya jalan yang harus ditempuh atau 

konsumen yang tidak memiliki waktu padahal hal tersebut penting 

dilakukan guna mendapatkan hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku 

usaha, misal melaporkan kepada perusahaan atau langsung dalam hal ini 

PO. Safari Dharma Raya, dinas terkait seperti dinas perhubungan DIY yang 

berwenang mengawasi usaha pengangkutan di wilayah Jogja atau kepada 
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lembaga yang berwenang menangani kasus sengketa konsumen  seperti 

LKY atau BPSK jika mengalami sengketa dengan pelaku usaha.   

3. Saran bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap 

produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha dan merevisi lagi 

berbagai  standar yang ada. 
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